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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan 

pembangunan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang hukum. Dalam 

menjalankan tatanan penegakkan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang 

dikenal dengan sistem hukum. Sistem hukum merupakan salahsatu pedoman dasar 

dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Subekti, “pengertian 

dari sistem hukum adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan 

yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut 

rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.”Istilah 

perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, 

perbuatan tidak menyenangkan sering dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi 

perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya masalah besar menurut pandangan 

hukum.  Hukum berpandangan bahwa perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat 

fatal bagi pelakunya. Walaupun perbuatan tersebut tidak membahayakan jiwa dari si 

korban akan tetapi ada persaan yang sungguh tidak mengenakan bagi si korban.1  

Perasaan tidak menyenangkan yang di maksud mencakup rasa cemas, takut, 

sensitif dan menimbulkan sifat tempramen. Dari timbulnya sifat tersebut maka hukum 

 
1 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 

hlm.67 
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di negara Indonesia sangat memperhatikan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. 

Dimana pasal mengenai perbutan tidak menyenangkan tersebut telah diatur dalam 

Pasal 335 KUHP.  

Berikut merupakan bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP sebelum adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013: 2 

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu 

perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan 

ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman 

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun 

orang lain.” 

Didalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 frasa, 

“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang 

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia 

tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan 

Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 

1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 

 
2 Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 
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Sehingga demikian yudisial review terkait Pasal 335 ayat (1) KUHP melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 dengan pasal yang menyangkut 

perbuatan tidak menyenangkan. Berikut merupakan bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP :4 

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau 

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun 

orang lain” (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013)  

 Terlihat bahwa bunyi Pasal 335 ayat (1) di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana sebelum di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi rumusannya 

sangat luas, oleh karena itu ditakutkan akan melahirkan berbagai penafsiran dari para 

ahli hukum. Akibat hukumnya akan di gunakan atau dituduhkan kepada setiap orang 

yang melakukan sesuatu perbutan yang dapat di kategorikan perbuatan tidak 

menyenangkan. Penafsiran perbutan tidak menyenangkan yang sangat luas ini akan 

mudah di salah gunakan oleh aparat hukum atau oleh masyarakat untuk melaporkan 

seseorang.  

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, lalu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

 
4 Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

1/PUUXI/2013 
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pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” (Putusan Mahkamah Konstusi 

Nomor 1/PUU-XI/2013). 

Guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pasal 10 Mahkamah Konstitusi berhak memanggil pejabat negara, pejabat 

pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai Pasal 11 UU 

No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Untuk 

kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 

Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau 

warga masyarakat untuk memberikan keterangan” (UU No. 24 Tahun 2003 Tentang 

Makamah Konstitusi).5 

Melihat kewenangan Mahkamah Konstutusi tentang pengkajian suatu pasal, 

lumrah bahwa adanya masyarakat yang membuat permohonan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk menguji materi suatu pasal. Pasal perbuatan tidak menyenangkan 

yang dianggap sebagian masyarakat sebagai pasal karet di yudisial review oleh 

Mahkamah Konstitusi, pasal yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk di 

yudisial review adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP.  

Dalam penerapannya, Pasal 335 ayat (1) KUHP dianggap sebagai pasal karet 

karena pengertian tiap-tiap orang mengenai perbuatan tidak menyenangkan sangat 

subjektif. Hingga pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian 

 
5 Undang-undang  No. 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi 
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undang-undang terhadap Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan mengeluarkan 

Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, yang 

mana dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa frasa “ Sesuatu perbuatan lain 

maupun perlakuan yang tak menyenangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan 

dengan demikian frasa, “Pasal 335 ayat (1)” dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP 

bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa tersebut tidak dapat diukur secara objektif 

serta dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat 

sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.6 Sehingga, Pasal 

tersebut hanya bisa diterapkan jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi 

saja. 

Berikut adalah contoh kasus Pasal 335 : 

Sebelum adanya Putusan MK No.1/PUU-XI/2013 

1. Kasus Budi Sastra dengan Nomor Putusan 10/PID.B /2011/PN- BT. Budi 

menjadi terdakwa karena melakukan tindakan yang dianggap tidak 

menyenangkan oleh H. Aziz St Sati dengan cara membeli pasir dan batu 

dan menumpuknya didepan rumah Aziz yang diyakininya sebagai rumah 

miliknya dan beberapa hari kemudian Budi memagar perkarangan rumah 

tersebut dengan menggunakan beberapa lembar seng. Tindakan tersebut 

membuat Aziz takut untuk memasuki rumah miliknya.7 

 
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 
7 Sumber : https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ diakses paa hari Rabu tanggal 

22 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wib. 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/
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2. Putusan Nomor 84 / PID.B / 2011 / PN. Sbr dengan terdakwa Maria. Maria 

ditetapkan sebagai terdakwa karena mengambil paksa Map milik Oentadi 

yang berisi 2 (dua) buah sertifikat dan 1 (satu) buah akta jual beli karena 

Oetandi belum bisa membayar uang yang dipinjamnya dari Maria.8 

Sesudah adanya Putusan MK No.1/PUU-XI/2013 

1. Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Llg dengan terdakwa Insan bin Salim 

ditetapkan sebagai terdakwa dengan membawa 1 (satu) Bila pedang 

samurai yang bersarung kayu dengan panjang 50 Cm yang saat itu 

diselipkan dibelakang badan terdakwa,dan setelah terdakwa sudah 

mendekati saksi Eko Susanto maka terdakwa langsung mengacukan pedang 

milik terdakwa tersebut kearah saksi Eko Susanto sambil terdakwa 

berkata “ Tolong ajari mulut istri kamu,kalau tidak bisa  maka kamu 

yang saya bacok/kapak”  maka melihat hal tersebut saksi Heri Bustari als 

Pusri langsung mendekati terdakwa dan memegang badan terdakwa sambil 

saksi Heri Bustari als Pusri berkata dengan terdakwa “ Insan 

sabra,istiqfar,kau ngancam-ngancam kau penjara” lalu dijawab 

terdakwa “ lah sakit nian” dan dijawab oleh saksi Heri Bustari als Pusri “ 

dak usah kau bunuh wongtu mati dewek” sambil saksi Heri Bustari als 

Pusri membawa terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa dan menjauhi 

 
8 Sumber : https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ diakses paa hari Rabu tanggal 

22 September 2021 sekitar pukul 12.40 Wib. 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/
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terdakwa dengan saksi Eko Susanto kemudian terdakwa naik kembali 

kesepeda motor terdakwa dan meninggalkan saksi Eko Susanto dan saksi 

Heri Bustari als Pusri.9 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) 

Butir 1 terkait delik perbuatan tidak menyenangkan sebagai pasal yang bisa dilakukan 

penahanan, walaupun begitu Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor: 1/PUU-

XI/2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).  

Maka atas dasar putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 (Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013) penulis merasa tertarik untuk membahas dan 

menulisnya ke dalam bentuk tesis yang berjudul : “PENERAPAN PASAL 335 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN 

MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013” 

  

 
9 Sumber : https://www.sipp.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/detil_perkar. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK 

Nomor 1/PUU-XI/2013 ? 

2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP 

Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 ? 

3. Bagaimana mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca putusan MK Nomor 

1/PUU-XI/2013 ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah  

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Penerapan Pasal 335 

KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Kendala Hukum Apa yang dihadapi 

dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-

XI/2013. 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis solusi dalam mengatasi mengatasi 

kendala Pasal 335 KUHP Pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna kedepannya untuk pembaharuan hukum Di 

Indonesia dimana setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 

sebagai acuan bagi penegak hukum meliputi dari kepolisian, kejaksaan, Hakim 

dan dapat menjadi landasan dalam pengembangan peraturan perundangan di 

Indonesia di masa yang akan datang.  

Manfaat Praktis 

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap mahasiswa 

mengenai bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP pasca adanya putusan 

MK Nomor 1/PUU-XI/2013  

2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai Kendala Hukum 

permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca 

Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. 

3. Untuk memberikan rekomendasi  mengenai bagaimana mengatasi kendala 

penanganan perkara Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya putusan 

MK Nomor 1/PUU-XI/2013. 
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E. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Teori Keadilan dan Kepastian Hukum 

Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan 

proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian 

disebabkan bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima 

dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap 

bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap 

bahwa hukum tersebut tidak adil. Persoalan tersebut sering terlihat dengan 

adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara 

tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke 

tahap banding bahkan sampai tahap kasasi.  

Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum 

tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya 

ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam 

kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.10 

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak 

persamaan tapi bukan penyamarataan, sehingga hal inilah yang dapat 

 
10 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan 

Nusamedia, hlm. 239. 
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dikatakan bahwasanya setiap warga negara itu sama dihadapan hukum. Teori 

keadilan menurut Aristotels terdiri dari 3 (tiga) yaitu: 

a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

b. Keadilan komutatif, yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga 

negara lainnya. 

c. Keadilan distributif, yaitu keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan 

suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi 

anatar hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran 

distribusi itu. 

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum 

yang bersifat umum itu individu dapat mengatahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum 

bukan hanya berupa pasal-pasal yang ada di dalam suatu undang-undang saja 

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, khususnya diantara 
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putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang 

serupa.11 

2. Middle Range Theory 

Teori Restorative Justice 

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang 

mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu 

Retributif Justice (KeadiIan Retributif) dan Restorative Justice (KeadiIan 

Restoratif). Konsep penangguIangan tindak pidana meIaIui restorative justice 

dianggap sebagai saIah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan 

ketidak puasan terhadap pendekatan retributif dan rehabiIitatif yang seIama ini 

teIah dipergunakan daIam sistem peradiIan pidana pada umumnya.12 

DaIam perspektif Retributif Justice, kejahatan   adalah   pelanggaran tata 

tertib publik (public order) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, 

melawan badan kolektif dari warga Negara, menentang serangkaian standar   

oleh instansi-instansi demokratik masyarakat.13 HaI ini menybabkan 

administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara 

eksklusif oIeh Negara daIam hal (memonopoli) penuntutan dan 

 
11 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media 

Group, hlm. 148. 
12 Henny Saida FIora. 2018. Keadilan Restorative Sebagai AIternative daIam PenyeIesaian Tindak 

Pidana dan PengaruhnyadaIam Sistem PeradiIan Pidana di Indonesia. UbeIac, VoI. 3, No. 2 

Hlm.148 
13 Ibid. Hlm.26 
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penegakannya14 Sedangkan perspektif Restorative Justice memandang 

kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada 

korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, meskipun kejahatan tersebut 

dilakukan juga dengan melanggar hukum pidana.15 

Restorative Justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku 

untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk  rasa   

tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proposional dengan memperhatikan 

hak dan kebutuhan korban. Selain itu Restorative  Justice tidak hanya berfokus 

pada dampak yang dialami korban tetapi  lebih pada dampak yang dialami 

oleh semua pihak baik itu korban, masyarakat ataupun pelaku sendiri. 

Sehingga pemidanaan yang  bersendikan pada perspektif Restorativ Justice ini 

ada 4 (empat) unsur yang memainkan peran diantaranya Pelaku, Korban, 

Negara dan Masyarakat. Restorative Justice ini pada dasarnya dapat

 dilakukan  dengan diskresi dan diversi. Untuk menghasilkan kesepakatan para 

pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-gialog informal seperti mediasi  dan 

musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat 

secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan 

kembali daIam masyarakat. 

 
14 Siswanto Sunarso. 2012. Viktimologi DaIam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.Hlm 

43 
15 Ibid. HIm.44 
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PenyeIesaian konfIik meIaIui mediasi antara   korban   dan   pelaku telah 

melahirkan sikap kreatif, yaitu meminta pelaku secara personal 

mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menghadapi korban dan 

membuat kesepakatan mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban 

secara aktif dalam proses peradilan dan mempertinggi kualitas keadilan yang 

dirasakan baik oleh pelaku maupun korban. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

elemen-elemen Restorative Justice dalam pemidanaan adalah konsensasi, 

mediasi/musyawarah, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.16 

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang baru 

(meskipun merupakan niIai tradisional) dalam upaya   penyelesaian perkara 

pidana. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitik 

beratkan pada adanya partisipasi langsung   peIaku,   korban dan masyarakat 

dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini popuIar disebut 

sebagai “non statejustice system” dimana peran Negara daIam penyelesaian 

perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. 

Permasalahan utama untuk memberlakukan pendekatan Restorative Justice 

ini ada pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkannya berbeda dengan 

sistem peradilan pidana yang ada. 

 
16 I.S. Susanto. 1995. Kejahatann Korporasi. Semarang. Badan Penerbit Universitas 

Dipenogoro. HIm.201-203 daIam Ibid. HIm.45 
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Mekanisme yang mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi 

dimana pelaku, korban dan masyarakat berpartisipasi secara langsung tentunya 

berbanding terbalik dengan sistemperadiIan pidana. Dipihak lain Restorative 

Justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda daIam memahami 

dan menangani suatu tindak pidana. Pada Restorative Justice, korban utama 

atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana sistem 

peradilan pidana yang sekarang ada. OIeh  karenanya kejahatan menciptakan 

kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak 

pidana. Sementara itu keadilan seringkali dimaknai sebagai proses pencarian 

pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana.11  

Restorative Justice merupakan saIah satu jenis pelaksanaan/proses dari 

Diversi. DaIam peradiIan pidana Diversi merupakan upaya yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum unutk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan 

oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi ini 

juga dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang win- win 

solution.12 Adanya Restorative Justice dan Diversi yang didalam SPPA ini 

diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh 

karena itu sangat diperIukan peran serta semua pihak dalam rangka 
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mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya 

Restorative Justice, baik bagi anak maupun bagi korban.17 

3. Applied Theory 

a. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah 

usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.18 Penegakan 

hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto, yaitu:19 

1. Faktor hukumnya sendiri;  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum;  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; dan  

 
17 Saija, WiIIem dan Budi Suhariyanto. 2016. PeIaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Laporan Penelitian. Mega Mendung : Puslitbang Hukum Dan 

Peradilan Badan Iitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. HIm19 

      18 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 291. 

      19 Soerjono Soekanto,  op.cit., hlm. 8. 
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.20 

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan 

maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan 

melalui beberapa tahap, yaitu:21  

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh 

badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.  

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua 

ini disebut tahap kebijakan yudikatif.  

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau 

administratif. 

b. Teori Pembuktian 

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik 

korupsi, diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan 

 
     20 Ibid. 

     21  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Determinasisasi), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 11. 



18 
 

 
 

KUHAP, diterapkan juga pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 

40 dari UU No. 31 Tahun 1999. 

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni: 

 

1. Teori Tradisionil 

 

B.Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian 

yang tradisionil, yakni: 

a. Teori Negatif 

 

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika 

hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa 

telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut 

oleh Herzienne Inlands Reglement (HIR) dalam pasal 294 HIR ayat 

(1), yang pada dasarnya ialah: 

1. Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu 

didasarkan kepada Terdakwa 

2. Alat-alat bukti yang sah.29 

 

b. Teori Positif 

 

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan 

kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh 

undang-undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim 

diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari 

ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, 

meskipun sedikit harus dihukum.30 
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Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai 

berikut: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.31 

 
c. Teori Bebas 

 
Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan 

pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan 

pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. 

Teori ini tidak dianut dalam sistem Herzienne Inlands Reglement (HIR) 

maupun sistem KUHAP. 

F. Kerangka Konseptual 

 Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-

batasan pada judul penelitian penulis, yaitu  

a. Penerapan Sanksi 

Penerapan sanksi merupakan suatu penerapan hukum yang dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana 

perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah 

diatur dalam suatu undang-undang. 
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b. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) 

yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak 

pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” sedangkan 

dalam bahasa Latin dipakai istilah “Delict” atau “Delictum” dalam Bahasa 

Indonesia digunakan istilah Delik. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak 

pidana” 

 Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang perlakuannya dapat 

dikenakan hukuman atau pidana. 

c. Mahkamah Konstitusi 

 Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah menjalankan wewenang 

judicial review sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan 

politik ketatanegaraan modern.22 Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat 

dilihat dari dua sisi yaitu adalah sisi hukum dan politik. Dari sisi politik 

ketatanegaraan, adanya  Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk keseimbangan 

kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang dipegang oleh Presiden dan DPR 

agar Undang- Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil 

rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di 

 
22 Hukum Acara Konstitusi, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 

2010), hlm. 3. 
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sisi lain, penempatan lembaga-lembaga negara pada derajat yang 

memungkinkan muncul sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

memerlukan forum hukum untuk menyelesaikan dengan perubahan 

ketatanegaraan. Lembaga negara yang dianggap paling sesuai adalah 

Mahkamah Konstitusi.23 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang 

keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Pasca 

Amandemen). Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal III 

aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi dibentuk 

selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, 

segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.24 

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang 

merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana yang dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan dianutnya paham 

negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum harus dijaga 

paham konstitusionalnya. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan 

Perundang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang- Undang Dasar sebagai 

puncak dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.  

 
23 Ibid.,hlm. 7. 
24 Abdul Mukthie Fadjar, Op. Cit., hlm. 109. 



22 
 

 
 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan 

digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan 

teknik analisis bahan hukum25. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah penelitian  normative. Penelitian normative adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia dimana 

yang mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-

XI/2013 mengenai pasal 335 KUHP. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-undang 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian 

yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk meneliti peraturan 

perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan 

atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau 

dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 

permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 

 
 25 Sanapiah Faisal, “Format-Format Penelitian Sosial”, Jakarta, Rajawali Pers, 2010,  hlm 31. 
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b. Pendekatan Kasus 

Pendekatan Kasus (case approach) adalah jenis pendekatan untuk membangun 

argument hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentu 

kasus tersebut sangant erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang 

terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah 

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat 

digunakan sebagai argumentasi dalam pemecahan terhadap pasal 335 KUHP 

Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. 

c. Pendekatan Komperative 

Pendekatan Komperative adalah pendekatan untuk mengetahui persamaan atau 

perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau 

lebih atau bisa juga diartikan sebagai menguji karakter atau kualitas terutama 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaan. Studi terhadap dua 

objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama, suatu faktor yang sama 

dimana ia terkait secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara 

objek-objek eksplisit dan implisit. Dimana pengkoordinasian seluruh data yang 

sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka, terlepas dari konteks 

atau masa. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sumber pertama dimana sebuah bahan hukum di 

hasilkan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer berupa literatur-literatur 
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yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, bahan hukum primer yang 

dugunakan penulis berupa  

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana.26 

2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.27 

3. Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.28 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat yang diambil untuk menjelaskan 

data primer29. Bahan sekundur yang digunakan 

1. Jurnal Ilmiah 

2. Artikel  

3. Pendapat Ahli 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan 

 
26 R. Sugandi SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya. 
27 Badan Pembina Huku Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Sinar 

Grafika. 
28 Sumber : https : // www. bphn. go. Id / data / documents /1.1._ perkara_ nomor_ 1_ puu_ 

2013__16_jan_2014_kuhap_(dikabulkan.pdf) diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 

sekitar pukul 12.40 Wib. 
29 Nyoman Kutha Ratna, “Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada 

Umumnya”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 143. 



25 
 

 
 

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang dipergunakan oleh penulis 

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.30 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literature dan 

studi perpustakan. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan 

mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, jurnal-jurnal ilmiah 

dan sumber lain yang sudah dipublikasikan. Sedangkan studi perpustakaan 

adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan31. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Pengolahan Bahan Hukum dilakukan melalui beberapa tahapan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang 

diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan 

hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis 

temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.  

b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, 

kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan 

 
 30 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, 

hlm.83  
31 M.Nazir, “Metode Penelitian”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.111 
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menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara 

logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan 

bahan hukum lain.  

c. Detesis, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan 

hukum yang diperoleh kemudian menganalisnya. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan Hukum diperoleh dari sumber hukum di kumpulkan dan diklasifikasikan 

baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan suatu bentuk 

pengelolaan bahan hukum yang pada awalnya panjang lebar kemudian diolah 

menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Kemudian analisis dari sumber 

bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil 

analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.32 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Hasil Analaisis dari data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode induktif. Metode Induktif adalah proses penarikan 

kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian 

mengambil kesimpulan yang berupa generalis yang membentuk gagasan atau 

kesimpulkan umum.

 
32 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, 1998, hlm. 29. 
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